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RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok- Pokok Agraria yang lazim dikenal dengan Undang-Undang
Pokok agraria (UUPA), merupakan landasan bagi pengaturan soal-
soal keagrariaan yang bertujuan untuk mewnjudkan masyarakat adil
dan makmur, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan
dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan serta menjamin
kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat hal itu
keberadaan UUPA sangat penting untuk mengatasi persoalan-
persoalan dalam kehidupan Vsehari—hari, apalagi dalam kondisi
semakin meningkatnya pembangunan nasional maka aspek
kebutuhan dan juga persoalan-persoalan yang timbul sangat
komplek.

Meskipun tujuan UUPA nampaknya sangat tepat memenuhi
kebutuhan masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya sering terjadi
kemacetan. Sehingga perlu diperhatikan apakah pelaksanaannya
benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUPA
yang pada hakekatnya untuk kemakmuran rakyat, seperti halnya
tentang jual-beli tanah.

Dalam peraturan pelaksanaan UUPA yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang menyangkut mengenai jual-
beli tanah khususnya pasal 19, belum bisa diterapkan secara murni
mengingat kondisi masyarakat yang sulit menerima. Akibatnya
peraturan ini tidak efektif dilaksanakan di masyarakat.

Dalam fakta dijelaskan mengenai ketidak-efektifan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 terutama dalam hal ini mengenai
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jual-beli tanah yaitu sering munculnya yurisprudensi yang kadang-
kadang mengandung pengertian yang lain dengan pengertian
pasal 19 peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan belum cocoknya
peraturan tersebut diterapken di masyarakat, sehingga kepastian
hukum yang diharapkan sulit tercapai.

Peraturan Pemerinteh Nomor 10 Tahun 1961 belum bisa
sepenuhnya menberikan hasil yang nyata dalam pembangunan
nasional maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 sebagai penyempurnaannya. Peraturan tersebut merupakan
wujud usaha pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan
rakyatnya.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini meliputi
pelaksanaan jual-beli tanah menurut UUPA, kebaikan dan
kelemahan jual-beli tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997, dan akibat hukum jual-beli tanah setelah berlakunya
peraturan pemerintah tersebut. Dalam uraiannya penulis
membandingkan antara peraturan pemerintah tersebut dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Atas dasar tujuan umum dan tujuan khusus yang hendak
dicapai, maka untuk membahasnya penulis menggunakan
metodologi pendekatan masalah yuridis normatif, dengan sumber
data utama meaupun sumber data dari hasil wawancara yang
diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung
dengan tokoh kunci dalam pelaksanaan jual-beli tanah. Sedangkan
metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis
normatif,

Dasar hukum yang digunakan untuk membahas meliputi
Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Xiii
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Tahun 1997. Sedangkan Yurisprudensi dan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata digunakan sebagai dasar hukum pelengkap.

Akhir dari pembahasan penulis menyimpulkan bahwa jual-beli
tanah menurut UUPA adalah berdasarkan hukum adat. Kemudian
untuk pendaftarannya merupakan syarat administratif. Hal ini sesuai
dengan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
sebagai peraturan pelaksanaan UUPA. Peraturan ini dinilai lebih bisa
memberikan hasil yang sepenuhnya dalam pembangunan nasional.
Peraturan tersebut lebih memberikan jaminan kepastian hukum
terhadap jual-beli tanah yang sering terjadi di masyarakat dan lebih
bisa menciptakan tertib hukum pertanahan dibandingkan dengan
Peraturan Pemerntah Nomor 10 Tahun 1961,

Xiv
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BAB1I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum yang berlaku di Indonesia bertujuan untuk mencapai
cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Hukum tersebut didasarkan pada tujuan dan sendi-sendi
pemerintahan Negara Indonesia seperti yang tercantum dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Hal ini tercermin pula dalam Hukum Agraria
Nasional yang berpangkal tolak pada Undang-Undang Nomor 5
Tahun 71960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang
dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

UUPA merupakan suatu produk legeslatif Nasional yang
pertama sebagai landasan bagi pengaturan soal-soal keagrariaan
menuju masyarakat adil dan makmur, meletakkan dasar-dasar
untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum
pertanahan serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat
Indonesia. Mengingat hal itu perlu adanya suatu pemahaman nilai-
nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut, yang berguna sekali
untuk membahas serta menyelesaikan persoalan-persoalan agraria
dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Seiring dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan
dewasa ini, aspek kebutuhan masyarakat akan semakin komplek,
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tanpa terkecuali permasalahan-permasalahan yang ditimbulkannya,
termasuk permasalahan di bidang pertanahan. Hal ini mendapatkan
perhatian yang sangat luas dan mendalam di kalangan masyarakat
Indonesia, mengingat kenyataan bahwa tanah merupakan sumber
daya alam yang sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui serta
merupakan tumpuan harapan rakyat guna dapat melangsungkan
tata kehidupan.

Eksistensi UUPA dalam kondisi yang demikian sangatlah
penting. Setiap permasalahan yang timbul perlu sekali dikaitkan
kembali pada nilai-nilai yang terkandung dalam UUPA. Selama ini
sering terjadi kemacetan dalam pelaksanaannya, sehingga perlu
adanya peninjauan kembali mengenai peraturan-peraturan
pelaksanaan UUPA, apakah benar-benar sesuai dengan nilai-nilai
UUPA yang pada hakekatnya untuk kemakmuran rakyat, dalam hal
ini khususnya mengenai jual-beli tanah.

Peralihan hak atas tanah melalui jual-beli sebelum
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1961 sebagai peraturan pelaksanaan dari UUPA. Peraturan
pelaksanaan tersebut merupakan suatu usaha untuk melindungi
kepentingan-kepentingan masyarakat dalam mengiringi gerak
pembangunan yang semakin meningkat, sehingga hak mereka tidak
mudah tergeser jauh dari selayaknya, yang mengakibatkan
keresahan masyarakat itu sendiri. .

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah demi kebaikan
masyarakat ternyata dalam kenyataannya sulit diterapkan.
Masyarakat tidak mungkin menerima dan melaksanakan begitu saja

seperti yang diinginkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
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khususnya pasal 19. Apalagi kondisi masyarakat yang tingkat
pengetahuannya kurang masih banyak di Indonesia. Maka dari itu
perlu adanya kesinkronan antara peraturan-peraturan yang ada
dengan kondisi masyarakat, agar peraturan tersebut bisa efektif
dilaksanakan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
khususnya yang menyangkut jual-beli tanah ternyata ditemui
adanya kelemahan-kelemahan dan dipandang tidak dapat lagi
sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang nyata dalam
pembangunan  Nasional. Maka untuk penyempurnaannya
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimaksudkan
lebih menjamin kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah
rakyat sesuai apa yang telah dicamtumkan secara global dalam
UUPA. Untuk itu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
menjadi suatu bahan pertimbangan demi terwujudnya kebahagiaan
dan ketentraman masyarakat.

Berkenaan dengan uraian di atas, maka isi skripsi ini mengkaji
dan menanggapi suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat
yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Judul skripsi
ini “JUAL-BELI] TANAH SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 (Studi Perbandingan Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)”.
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1.2 Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi

ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

i. Bagaimana pelaksanaan jual-beli menurut Undang-Undang pokok
Agraria ?

2. Apa kebaikan dan kelemahan jual-beli tanah menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ?

3. Bagimana akibat hukum jual-beli tanah setelah berlakunya
Peraturan Pemerinah Nomor 24 Tahun 1997 ?

1.3 TujuanPenelitian
1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah membandingkan
poia juai-beli tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, guna mengetahui

kebaikan dan kelemahen bagi penguna hukum tersebut.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

1. Guna membuktikan bahwa pelaksanaan jual-beli tanah menurut
Undang-Undang Pokok Agraria mendasarkan pada Hukum Adat.

2. Guna membuktikan bahwa di dalam pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
masih terdapat kelemahan-kelemahan seperti halnya di dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah.
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3. Guna membuktikan bahwa terdapat akibat hukum yang berbeda
antara jual-beli tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 dengan Peraturan Pemerinah Nomor 10 Tahun 1961

1.4 Metodologi
Keilmiahan suatu tulisan akan terwujud dengan menggunakan
suatu metode tertentu, yaitu metode ilmiah dalam menganalisa
permasalahan yang ada. Metode ilmiah merupakan cara untuk
mencapai kebenaran yang dapat dipertanggung-jawabkan
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis, yaitu meliputi :
i1.4.1 Pendekatan Masalah
Metode pendekatan masalali yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mempelajari,
memahami dan mengkaji bahan pustaka, mencermati perundang-
undangan yang herkaitan dengan permasalahan.
1.4.2 Sumber Data
Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data utama dan
sumber data dari hasil wawancara. Sumber data tersebut adalah
sebagai berikut :
i. Sumber data utama
Sumber data ntama yang digunakan adalah data sekunder, yaitu
berupa data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan,
meliputi penelitian buku-buku literatur, tulisan-tulisan ilmiah
dan peraturan-peraturan perundang-undangan yvang berkaitan
dengan pokok permasalahan yang hendak dikaji.
2. Sumber data dari hasil wawancara
Selain data utama digunakan juga data yang berasal dari
wawancara dengan tokoh-tokoh kunci di dalam pelaksanaan jual-
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beli tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Tokoh kunci
tersebut adalah Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah di
Kantor Pertanahan Jember sebagai orang terlibat langsung
dengan pemetaan tanah yang dipakai dasar keluarnya alat bukti
tanah dan Hakim Pengadilan Negeri Jember vyang pernah
menyidangkan kasus sengketa jual-bsli tanah. Data hasil
wawancara ini berguna untuk melengkapi hasil analisis data
utama.
1.4.3 Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara -
1. Studi Kepustakaan
yaitu memghami dan mengkaji buku-buku hiteratur, tulisan-
tulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan serta
pendapat para ahli untuk memecahkan permasalahan yvang ada.
2. Wawancara
yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara langsung
dengan Hakim Pengadilan Negeri Jember dan dengan Kasi
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan
Jember,
1.4.4 Analisis Data
Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan pada
dasarnya adalah analisis yuridis normatif, sedangkan data yang
berasal dari wawancara dipakai sebagai data pendukung hasil
analisis yuridis normatif. Data yang telah diperoleh haik sekunder
maupun dari hasil wawancara diuraikan dengan jelas untuk

menjawab semua pertanyaan yang menjadi suatu permasalahan,
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 kurang dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dalam rangka
perlindungan hukum mengenai hak-haknya atas tanah. Pada
kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum bisa mengikuti
modernisasi hukum seperti pada saat berlakunya peraturan tersebut.

Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 196 1
menyatakan :

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas
tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,
menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas
tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan akta yang
dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
Agraria (selanjutnya dalam peraturan ini disebut : pejabat).
Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Dari ketentuan di atas menunjukan bahwa setiap perjanjian akan
sah bila dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang
tersebut. Dan secara nyata masyarakat masih sering tidak mengikuti
ketentuan peraturan tersebut. Mereka sering melakukan jual-beli
tanah tidak dengan akta pejabat yang berwenang sebagaimana sesuai
pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Hal ini terjadi
bisa disebabkan karena kurangnya pengertian masyarakat banyak
tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan cara
berfikir mereka yang konkrit, yang dipengaruhi tingkat pendidikan
yang relatif rendah. Selain itu pula karena mereka dibayangi akan
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biaya yang mahal bila mengikuti prosedur formal serta memerlukan

waktu yang lama.

Menurut yurisprudensi, jual-beli tanah yang dilakukan sesuai
dengan Hukum Adat dibenarkan dan patut mendapat perlindungan
hukum, walaupun masyarakat sekarang lebih menghendaki hukum
tertulis sebagai acuan bagi perlindungan hukum bila terjadi sengketa
jual-beli tanah. Adapun yurisprudensi-yurisprudensi yang dimaksud
adalah sebagai berikut :

a. Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 12 Desember 1970
Nomor 511/ 8ip/ 1970 memutuskan bahwa jual-beli tanah persil
yang dilakukan tidak di muka pejabat yang ditunjuk menurut
pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 karena
klausula akta jual-beli “bahwa terhitung dari hari ini seluruh
rumah dan tanah menjadi milik dan sumber penghasilan pembeli
dinyatakan bahwa seluruh rumah dan tanah tersebut sudah
menjadi milik pihak pembeli sejak tanggal dibuatnya perjanjian”.

b. Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 22 Maret 1972 Nomor
977K/ Sip/ 1972 telah menetapkan bahwa suatu perjanjian jual-
bei yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 harus memenuhi peraturan pemerintah
tersebut ditetapkan lebih lanjut bahwa sesuatu akta perjanjian
jual-beli yang dilaksanakan di hadapan seorang Pejabat Pembuat
Akta Tanah menurut Peratuaran Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 di anggap sebagai akta yang mempunyai bukti yang
sempurna.

c. Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 15 April 1972 Nomor
1211K/Sip/ 1972 telah menetapkan bahwa membenarkan jual-beli
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sebidang tanah yang terjadi pada ‘ahun 1966 yang memakai akta
berupa surat zegel yang disaksikan oleh Kepala Desa.

d. Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 12 Mei 1972 Nomor
1363K/[8ip/ 1972, memutuskan bahwa mensahkan jual-beli
tanah tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah seperti yang
disyaratkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
196 1, Peraturan Pemerintah itu tidak bersifat memaksa,

€. Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 14 Maret 1973 Nomor
601K/8Sip/ 1973 mensahkan jual-beli tahan di hadapan Kepala
Desa dan diketahui oleh Camat dengan pertimbangan bahwa akta
yang telah dibuatnya sudah cukup membuktikan adanya jual-beli
yang sah (syarat untuk sahnya sudah dipenuhi) dan syarat-syarat
menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
bukan menentukan sah tidaknya perjanjian jual-beli, tetapi
hanyalah suatu syarat pembuktian yang harus diikuti setelah
suatu perjanjian yang sah.

Tetapi ada juga yurisprudensi —yurisprudensi yang mengacu
pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,
misalnya :

a Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 3 November 1971
Nomor 539K/ Sip/ 1971 menetapkan sesudah berlakunya Undang-
Undang Pokok Agraria maka hanya perjanjian jual-beli yang
dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sah.

b. Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 18 Desember 1971

- Nomor 598K/ Sip/ 1971 telah menetapkan bahwa jual-beli sawah
yang tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang
sebagaimana dikatakan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10

é’l v? MILIK PERPUSTAKAAN

‘ _ UNIVERSITAS JEMBER
e



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10

Tahun 1961 Notaris atau Camat merupakan Jjual-beli tidak sah
sehingga pembelinya tidak perlu mendapat perlindungan hukum.

Dengan ditetapkannya yuﬁsprudensi—yuriaprudensi tersebut
menunjukkan ketidak-efektifan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961. Hal ini bisa dianggap peraturan tersebut belum cocok
diterapkan pada kondisi masyarakat yeng ada, sehingga sulit
melaksanakan pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa
penyelenggaraan pendaftaran tanah itu dengan mengadakan :

1. Pengukuran, pemetan dan pembukuan tanah;

2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya;

3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat .

Dengan demikian tujuan UUPA untuk memberikan jaminan

kepastian hukum untuk seluruh rakyatnya belum dapat terwujud,

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai
penyempurnaan Peraturan-Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tidak
menyebutkan bahwa sahnya jual-beli harus oleh atau di hadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi menyebutkan mengenai
pendaftarannya harus dibuktikan dengan adanya akta Pejabat
Pembuat Akta Tanah. Sehingga untuk sahnya jual-beli ini tetap
berpedoman pada hukum adat terdapat dalam pasal 5 Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA).

Hakim Pengadilan Negeri Jember, Rasminto, S.H, menyatakan
bahwa dalam praktek peradilan sahnya jual-beli menurut hukum
adat masih sering dipakai sebagai dasar pemutusan sengketa, karena
yang sering terjadi di masyarakat pelaksanaan jual-beli berdasarkan
hukum adat tersebut. Sedangkan yang dilakukan dengan akta PPAT
ditemui kira-kira 10 %, Selain itu beliay menegaskan bahwa Jual-beli
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tanah yang telah memenuhi syarat hukum adat adalah sah,
sedangkan pendaftarannva merupakan syarat administratif
{(wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jember, Rasminto, S.H.,
22 November1999).

Bila dikaitkan dengan pelaksanaan pasal 19 ayat (2) UUPA
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tehun 1997 lebih dimungkinkan

terciptanya jaminan kepastian hukum.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang dijadikan sebagai alat analisis dalam
penulisan skripsi ini meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, vaitu :
- pasal 5
- pasal 19 ayat (1) dan (2)
- pasal 23
- pasal 2 ayat (2)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah
- pasal 37
- pasal 45

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 19
September 1970 Nomor 1231K/Sip/ 1970 yang menyatakan bahwa
jual-beli beralih karena jual-beli sifatnya kontan dan tunai.

4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 April
1972 Nomor 1211K/Sipf1972 telah menetapkan bahwa
membenarkan jual-beli sebidang tanah yang terjadi pada tahun
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1966yang memakai akta berupa surat zegel yang disaksikan oleh
Kepala Desa.

5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 12 Mei
1972 Nomor 1363K/ Sip/ 1972 memutuskan bahwa mensahkan
jual-beli tanah tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah seperti
yang disyaratkan pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961, Peraturan
Pemerintah itu tidak bersifat memaksa.

6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 14
Maret 1973 Nomor 601K/ Sip/ 1973 mensahkan jual-beli tanah di
hadapan kepala Desa dan diketahui oleh Camat dengan
pertimbangan bahwa akta yang telah dibuatnya sudah cukup
membuktikan adnya jual-beli yang sah (syarat untuk sahnya
sudah dipenuhi) dan syarat-syarat menurut pasal 19 PP No.10
Tahun 1961 bukan menentukan sah tidaknya perjanjian jual-beli,
tetapi hanyalah suatu syarat pembuktian yang harus diikuti
setelah suatu perjanjian vang sah.

7. Pasal 1457 Kitab undang-Undang Hukum Perdata.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Jual-Beli

Di dalam sistem agraria nasional tidak dijelaskan secara tegas
mengenai pengertian jual-beli, sehingga untuk memiliki tanah yang
diperoleh melalui jual-beli sulit ditentukan sistem mana vang
dipakai. Sedangkan mengenai pengertian jual-bek, masyarakat
mengenal jual-beli menurut Hukum Adat dan jual-beli menurut
Hukum Barat sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.
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Bila ditinjau dari pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria, yang
menyatakan :

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa
ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa, dengan sosialisma Indonesia serta dengan
peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini
dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu
yang mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum
agama,

maka dikaitkan dengan jual-beli tanah, UUPA telah menganut
hukum adat. Tetapi dalam hal ini tidak secara mutlak menganut
Hukum Adat karena masih disesuaikan dengan perkembangan

masyarakat dewasa ini.

2.3.1,1 Pengertian Jual-Beli menurut Undang-Undang Pokok
Agraria

Sesuai dengan ketentuan pasal 5, UUPA bersumberkan pada

Hukum Adat, dengan demikian jual-beli tanah menurut UUPA sama

dengan jual-beli menurut Hukum Adat. Dalam pengertian Hukum

Adat jual-beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas

tanah antara penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya dengan

pembayaran sejumlah uang secara tunai (kontan), terang dan riil
(nyata).

Berkaitan dengan hukum perjanjian Adat Hadikusuma {1990 :
117) menyatakan :

Yang penting bagi masyarakat adat dalam melaksanakan
perjanjian bukan unsur subyektif atau obyektif tetapi
terlaksana dan terjadinya perjanjian itu didasarkan pada
kesepakatan (bulat mufakat) tunai dan tidak tercela, yang
dimaksud tidak ada celanya yaitu masyarakat lingkungannya
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tidak ada yang mempersoalkan, tidak ada yang merasakan
terjadinya perjanjian itu tidak baik. Sebaiknya walaupun
perjanjian itu dibuat di hadapan kepala kampung, jika
masyarakat mempersoalkannya, menganggap hal itu tidak baik
maka perjanjian itu sebenarnya tidak sah.

Dalam UUPA juga diletakkan dasar untuk memberikan
kepastian hukum mengenai hak atas tanah, yaitu dicantumkan
dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) :

{1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia menurut ketentnan yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

{2) Pendaftaran tersebut dalam ayat {1} pasal ini meliputi :

a pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah |

b. pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak
tersebut ;

¢ pemberian surat-surat tanda bukti hak, vyang
berlakusebagai alat pembuktian yang kuat.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka peralihan hak atas tanah
melahii jual-beli juga harus didaftarkan untuk menjamin kepastian
hukumnya. Adapun kepastian hukum yang dimaksud adalah
meliputi :

1. Kepastian mengenai orang atan badan hukum yang menjadi
pemegang hak atas tanah tersebut. Kepastian berkenaan dengan
siapakah pemegang hak atas tanah itu disebut dengan kepastian
mengenai subyek hak atas tanah,

2. Kepastian mengenai letak tanah, batas-batas tanah, panjang dan
lebar tanah. Kepastian berkenaan dengan letak, batas-batas dan
panjang serta lebar tanah ini disebut dengan kepastian mengenai
obbyek hak atas tanah (Effendie, 1993 : 20) |
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2.3.1.2 Pengertian Jual-Beli Tanah menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata

Pengertian jual-beli tercantum dalam pasal 1457 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan :

Jual-beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkean suata

kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang
telah dijanjikan.
Dikaitkan dengan pasal tersebut, Karolus (1987 : 284) menyatakan
bahwa jual-beli tanah sudah dianggap terjadi dengan tercapainya
kata sepakat walaupun tanah belum diserahkan atau harganya
belum dibayar. Sistem yang dianut adalah sistem konsensual,

Selanjutnya pemindahan hak akan terjadi setslah adanya
penyerahan yang caranya ditetapkan dengan suatu peraturan lain.
Dengan demikian dapat dikatakan jual-beli tanah tersebut dilakukan
secara bertingkat.

Penyerahan hak tersebut di atas istilah hukumnya biasa
disebut juridische levering(penyerahan menurut hukum’, yang
harus dilakukan dengan pembuatan akta di muka dan oleh Pejabat
Balik Nama (Overschrijvings ambtenaar) berdasarkan Ordonansi
Balik Nama (Overschrijvings ordonantie, Sthld. No. 27 Tahun 1834),
dan perbuatan hukum tersebut di masyarakat terkenal dengan
sebutan Balik Nama’. Jadi tegasnya, sebelum dilangsungkan Balik
Nama’ itu, maka hak atas tanah belum berpindah dari penjual
kepada pembeli (Saleh, 1977 : 31).

Jadi jual-beli tanah menurut Hukum Perdata terdapat tiga
tingkatan, yaitu:

1. Consensual contrak.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

16

2. Feitelijk levering.
3. Juridische levering.

2.3.2 Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah

Dalam rangke menjamin adanya kepastian hukum terhadap
heak-hak atas tanah maka pemerintah Indonesia menyvelenggarakan
pendaftaran tanah yang diatur dalam UUPA pasal 19 ayat (1) dan (2),
yaitu menyatakan :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang di atur dengan Peraturan
Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;

b  Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak
tersebut ;

¢ Pemberian surat-surat tanda bukti hak, vang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat.

Selain itu pula diatur dalam pasal 23 ayat (1), yang berbunyi :

“Hak Milik, demikian pula setiap peralihannya, hapusnya dan
pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan
menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.”

Menurut Peraturan Pemerintah yang dimaksud pendaftaran
tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan
daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satnan rumah

susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-

bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan
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rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Tujuan
pendaftaran tanah tersebut yaitu memberikan kepastian hukum dan
perlindungan kepada pemegang hak, menyediakan informasi kepada
pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar mudah
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan
hukum, dan untuk terselenggarakannya tertib administrasi
pertanahan.

Pendaftaran tanah tersebut di atas meliputi juga pendaftaran
peralihan hak atas tanah melalii jual-beli. Pendaftaran hak atas
tanah melalui jual-beli bisa didaftarkan setelah terjadinya perbuatan
hukum jual-beli, dan harus dikuatkan dengan adanya akta PPAT.

Menurut pasal 23 ayat {2) UUPA pendaftaran peralihan hak
atas tanah tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pembuktian
beralihnya suatu hak atas tanah, sehingga akan berlaku umum,.
Tetapi dalam hal ini pendaftaran bukan merupakan syarat bagi
terjadinya pemindahan hak, karena pemindahan hak terjadi setelah
adanya jual-beli, baik disertai dengan akta PPAT maupun tidak
disertai akta PPAT.

2.3.3 Akta Jual-Beli sebagni Alat Bukti Perjanjian Jual-Beli Tanah

Akta jual-beli merupakan akta vang dibuat untuk
menunjukkan adanya suatu peristiwa jual-beli. Demikian juga aekta
jual-beli tanah menunjukkan adanya suatu perjanjian jual-beli
tanah.

Berdasarkan ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 bahwa untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah
melalui jual-beli harus dibuktikan dengan akta PPAT tetapi bisa

dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT yvang menurut Kepala
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Kantor Pertanahan kadar kebenarannya dianggap cukup untuk
mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan, bila dalam keadaan
tertentu saja. Akta PPAT tersebut dapat dikatakan sebagai akta
otentik, sedangkan akta yang tidak dibuat oleh PPAT dapat dikatakan
sebagai akta di bawah tangan.

Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
vang menyatakan :

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan
pejabat umum yang berwenang membuat akta itua i
tempatnya, dan akta itu dibuat menurut bentuk yang
ditetapkan Undang-Undang.

Akta PPAT telah memenuhi pengertian tersebut sehingga dikatakan
sebagai akta otentik. Dalam hal ini PPAT adalah pejabat umum yang
khusus berwenang membuat dan menanda-tangani akta tanah dalam
hal memindahkan hak atas tanah, memberi sesuatu hak baru atas
tanah, menggadaikan tanah, memimjamkan uang dengan hak atas
tanah sebagai tanggungan, terhadap mereka yang menghendaki
adanya akta itu sebagai bukti serta menyelenggarakan
administrasinya, sebagaimana yang ditentukan dan dibenarkan oleh
peraturan perundang-undangan. Sedangkan akta dibawah tangan
dibuat oleh para pihak yang bersangkutan dan dikuatkan oleh
Kepala Desa atau Kelurahan. Tetapi dalam hal ini akta jual-beli
secara otentik (akta PPAT) mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna, baik secara formal maupun material boleh dipercaya.

Akta jual-beli baik akta otentik maupun akta di bawah tangan
berfungsi sebagai alat bukti untuk memastikan suatu peristiwa
hukum yaitu perbuatan jual-beli tanah dan sekalignus adanya
peralihan hak. Sesuai dengan fungsinya sebagai alat bukti perjanjian

jual-beli tanah, maka akta tersebut memuat rumusan-rumusan yang
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menyangkut adanya peristiwa hukum, sehingga mudah sebagai
pembuktian bila terjadi sengketa.
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Jual-Beli Tanah menurut Undang-Undang Pokok
Agraria

Berlakunya Hukum Agraria Nasional yvang dikenal dengan
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) lahir tanggal 24 September
1960 merupakan realisasi dari pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945, yang berbunyi,“Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini memberikan
landasan konstitusional pada azas penguasaan negara yang
tercantum dalam UUPA pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa
bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yvang
terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara.

Dalam pasal 2 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa penguasaan
oleh negara bukan berarti memiliki tetapi memberi wewenang kepada
negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat Indonesia, salah satunya
untuk mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa,
yang termasuk didalamnya jual-beli tanah Effendie, 1993 :2)

Jual-beli tanah di Indonesia diatur dalam Hukum Agraria
Nasional (UUPA) sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Hukum
Agraria Nasional ini berdasarkan Hukum Adat yang sudah disaneer
dan disesnaikan dengan kepentingan masyarakat modern
(Abdurrahman, 1978 : 16). Sehingga jual-beli tanah di Indonesia
didasarkan pula pada Hukum Adat tersebut. Hal ini sesuai dengan
ketentuan pasal 5 UUPA.
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Pelaksanaan jual-beli tanah menurut Hukum Adat yaitu
dikenal dengan sistem konkrit atau kontan atau nyata atau riil.
Dalam hal ini terjadi pemilik tanah selaku penjual menyerahkan
bidang tanahnya kepada orang lain sebagai pembeli untuk selama-
lamanya dengan pembayaran sejumlah uang secara tunai atau
dengan cicilan, maka pada saat itu pula telah terjadi adanya
perpindahan hak atas tanah. Sistem jual-beli tanah tersebut dipakai
sebagai dasar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tertanggal 19 September 1970 Nomor 1231K/8ip/ 1970 yang
menyatakankan bahwa jual-beli beralih karena jual-beli sifatnya
kontan dan tunai.

Biasanya menurut Hukum Adat sebelum adanya ijab-kabul
(serah terima) jual-beli dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak, pihak pembeli memberikan panjar’ atau’persekot’. Hal
ini dimaksudkan supaya mengikat secara Hukum Adat (Hadikusuma,
1992 : 225).

Berdasarkan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24
Tahu 1997 sebagai peraturan pelaksanaan UUPA yang menyatakan :

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah
susun melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan
dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak
lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat
didaftarkan jika dibuktikan akta yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

maka untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui jual-beli
harus dibuktikan dengan adanya akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT]) tersebut. Yang dimaksukan dengan PPAT dalam hal ini adalah
Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta
tanah.
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Untuk memudahkan rakyat melakukan perbuatan-perbuatan
hukum mengenai tanah, dalam keadaan tertentu yang ditentukan
oleh Menteri, yaitu di daerah-daerah yang terpencil dan belum
ditunjuk PPAT sementara sebagai perkecualian Kepala Kantor
Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak
milik yang dilakukan diantara perorangan Warga Negara Indonesia,
yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi
yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar
kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak
yang bersangkutan. Misalnya yang dibuktikan dengan akta di bawah
tangan yang dibuat oleh para pihak yang melakukan perbuatan
hukum pemindahan hak, yang dikuatkan oleh Kepala Desa yang
bersangkutan (Harsorno, 1997 : 457)

Hal ini lain dengan ketentuan yang terdahulu yaitu pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, yang menyatakan :

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas
tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,
menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas
tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu
akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk
oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam peraturan ini disebut :
pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri

Agraria.
Dengan demikian dapat dikatakan bila tidak dibuat oleh dan
dihadapan pejabat tersebut di atas maka suatu perjanjian yang
bermaksud memindahkan hak atas tanah (termasuk jual-beli tanah)
adalah tidak sah menurut hukum.

Meskipun jual-beli tanah yang dilakukan secara adat adalah
sah, tetapi perlu diperhatikan pasal 23 ayat (1) UUPA, yang
menyatakan bahwa hak milik, demikian pula setiap peralihan,
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hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus

didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yvang dimaksud dalam

pasal 19,

Menurut Saleh (1977 : 32), untuk pelaksanaan jual-beli tanah
menurut UUPA dengan peraturan pelaksanaannya dapat diuraikan
secara sederhana adalah sebagai berikut :

I. Calon penjual dan pembeli mengadakan kesepakatan untuk
melaksanakan jual-beli tanah, menentukan sendiri segala
sesuatunya tentang tanah dan harganya.

2. Calon ﬁenjual dan pembeli datang dan menghadap kepada PPAT
atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa.

3. Dalam hal tanah yang belum disertifikatkan, penjual harus
menyerahkan surat bukti hak atau surat keterangan Kepala Desa
atau Kelurahan yang menyatakan bhahwa yang bersangkutan
menguasai bidang tanah tersebut, dan surat keterangan yang
menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum
bersertifikat dari Kantor Pertanahan atau untuk tanah yang
terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan,
dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh
Kepala Desa atau Kelurahan. Di samping itu harus diserahkan
pula tanda bukti hak milik dan surat-surat lainnya yang dianggap
perlu. Selain itu pula dihadirkan sekurang-kurangnya dua orang
saksi yang memenuhi syarat bertindak sebagai saksi.

4. Dalam hal tanah yang sudah disertifikatkan, penjual harus
menyerahkan sertifikat asli hak yang bersangkutan dan dihadiri
sekurang-kurangnya dua orang saksi,

o. Setelah PPAT merasa cukup persyaratan, maka PPAT bisa
membuat akta jual-beli tersebut.
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6. Penjual atau pembeli berkewajiban membayar honorarium kepada
PPAT dan saksi.

7. Untuk selanjutnya setelah adanya akta tersebut PPAT bisa
menguruskan pendaftaran sampai mendapat sertifikat atau yang
bersangkutan sendiri yang melakukan,

3.2 Kebaikan dan Kelemahan Jual-Beli Tanah menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Dalam rangka peningkatan pembangunan nasional yang
berkelanjutan sangat diperlukan dukungan jaminan kepastian
hukum di bidang pertanahan. Untuk mewujudkannya, pembangunan
Hukum Pertanahan Nasional juga perlu adanya kelanjutan agar
dapat berkembang mengikuti perkembangan yang tidak menyimpang
dari jiwa dan semangat Undang-Undang Pokok Agraria yang menjadi
tolak ukur Hukum Pertanahan Nasional tersebut.

Perkembangan yang telah ada selama ini salah satunya
berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah, yang di dalamnya menyangkut pula
peralihan melalui jual-beli tanah dipandang tidak dapat lagi
sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada
pembangunan nasional, sehingga dilakukan penyempurnaan dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,
Penyempurnaan ini berpedoman pada peraturan yang lama dan lebih
disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada.

Jual-beli tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 memberikan banyak kebaikan yang pertama, dapat
diterima masyarakat Indonesia secara menyeluruh baik di perkotaan,
pedesaan ataupun daerah-daerah terpencil. Hal ini dapat dilihat dari
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proses pendaftran peralihan atau pemindahannya yang lebih
sederhana seperti telah dijamin oleh pasal 37 ayat (2) yang berbunyi
sebagai berikut :

Dalam keadasn tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh
menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar
pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan
di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan
dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut
Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya
dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang
bersangkutan.

Walaupun wilayah Indonesia terbilang sangat luas, tetapi
nampaknya dalam ketentuan ini telah diperhitungkan bagaimana
pelaksanaan pendaftaran jika daerah-daerah tertentu tidak ada
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), mengingat pendaftaran hak atas
tanah dalam hal ini yang diperoleh melalui jual-beli sangatlah
penting untuk adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961, setiap peralihan hak harus dibuat di hadapan atau oleh PPAT
sehingga untuk daerah-daerah yang belum ada PPAT-nya akan
merasa kesulitan bila akan melakukan jual-beli tanah yang sesuai
dengan aturan yeng ada. Jaminan kepastian hukum dan
perlindungan hukum pun tidak ada karena jika jual-beli tanah tidak
dibuat oleh atau di hadapan PPAT dinyatakan tidak sah. Hal ini
dapat dilihat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961

Kebaikan yang kedua, menurut Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tidak mengesampingkan kebiasaan yang telah
berlaku di masyarakat. Jual-beli tanah yang sering terjadi di
masyarakat adalah jual-beli berdasarkan Hukum Adat vyaitu
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dilakukan secara tunai, terang (tidak sembunyi-sembunyi) dan riil

atau nyata. Bila hal itu sudah terjadi maka jual-beli dinyatakan sah,

seperti yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia tertanggal 19 September 1970 Nomor 1231K/Sip/ 1970

yang menyatakan bahwa jual beli beralih karena jual-beli sifatnya

kontan dan tunai.

Sedangkan yvang melakukan dengan akta PPAT masih sedikit
jika dibandingkan dengan yang tidak memakai akta PPAT. Demikian
juga Hakim Pengadilan Negeri Jember, Rasminto, S.H., menegaskan
bahwa jual-beli tanah yang dilakukan dengan akta PPAT hanya
mencapai 10 %, alasan mereka melakukan jual-beli tidak dengan
akta PPAT karena kalau melalui jalur formal biayanya sangat mahal
dan prosesnya berbelit-belit (wawancara dengan Hakim Pengadilan
Negeri Jember Rasminto, S.H.,22 November 1999).

Mengingat kebiasaan masyarakat yang demikian Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 37 lebih memberikan
jaminan kepastian hukum dari pada Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 pasal 19, karena akta PPAT bukan merupakan syarat
sahnya jual-beli tanah tetapi sebagai syarat administratif pendaftaran
hak atas tanah. Hal ini dikaitkan pula dengan putusan Mahkamah
Agung :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 12 Mei
1972 Nomor 1362/Sip/ 1972 memutuskan bahwa mensahkan
jual-beli tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah seperti yang
disyaratkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
196 1, Peraturan Pemerintah itu tidak bersifat memaksa.

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 14
Maret 1973 Nomor 601K/ S8ip/ 1973 mensahkan jual-beli tanah di
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hadapan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat dengan
pertimbangan bahwa akta yang telah dibuatnya sudah cukup
membuktikan adanya jual-beli yang sah (syarat untuk sahnya
sudah dipenuhi ) dan syarat-syarat menurut pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 bukan menentukan sah
tidaknya perjanjian jual-beli, tetapi hanyalah suatu syarat
pembuktian yang harus diikuti setelah suatu perjanjian yang sah.

Rila akta PPAT merupakan syarat sahnya jual-beli tanah
seperti vang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun1961 pasal 19 maka sudah tentu banyak sekali jual-beli tanah
yang tidak sah, sehinggea tidak dapat didaftarkan. Dengan demikian
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pasal 19 dapat dinilai
bertentangan dengan kebiasaan masyarakat.

Kebaikan yang ketiga, jual-beli tanah menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 lebih efektif dilaksanakan di
masyarakat dari pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,
karena dalam pembuatannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 lebih disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sedangkan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tidak efektif diterapkan
pada masyarakat karena masyarakat belum mampu memenuhi
keinginan peraturan pemerintah tersebut, mengingat masyarakat
pedesaan dan daerah-daerah terpencil pendidikannya yang relatif
masih rendah, sehingga mereka kurang bisa memahami arti
pentingnya jaminan kepastian hukum bagi peralihan hak atas tanah.
Selain itu pula tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah
menyebabkan masyarakat terbayang akan biaya yang mahal bila
melakukan jual-beli tanah dengan akta PPAT.
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Kebaikan yang keempat, berkenaan dengan penegakan hukum
dalam praktek peradilan, Hakim Pengadilan Negeri Jember,
Rasminto, S.H., berpendapat bahwa untuk memutus sengketa jual-
beli tanah dalam hal pembuktiannya dengan akta di bawah tangan
disertai dengan saksi yang sah menurut Hukum Adat mempunyai
kekuatan hukum yang sama dengan akta PPAT (wawancara dengan
Hakim Pengadilan Negeri Jember Rasminto,S.H., 22 November 1999).
Hal ini menunjukkan kesamaan dalam hal keabsahan jual-beli. Jadi
akta PPAT bukan semata-mata merupakan syarat sahnya jual-beli
tanah sebagai dasar pemutusan sengketa di pengadilan.

Sedangkan untuk pendaftaran tanah, akta PPAT merupakan
syarat administrasi (sesuai pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997), sehingga penegakan hukum lebih mudah dilaksanakan
demi tercapainya keadilan. Lain halnya dengan mendasarkan pada
pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang
menunjukkan bahwa akta PPAT merupakan syarat sahnya jual-beli
tanah maka tidak heran kalau sering terjadinya interpretasi yang
berbeda-beda untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat, terbukti
dengan adanya yurisprudensi-yurisprudensi yang kadang-kadang
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Selain terdapatnya kebaikan-kebaikan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tidak lepas dari kelemahan-kelemahan yang
bisa menghambat pelaksanaan pembangunan nasional dalam
menciptakan masyarakat adil dan makmur. Kelemahan yang
pertama, tidak menutup kemungkinan masih banyaknya jual-bel
tanah yang tidak dibuat oleh atau di hadapan PPAT (dengan akta
PPAT), karena masyarakat beranggapan yang terpenting jual-beli
tanah sah walaupun tidak dengan akta PPAT. Kelemahan selanjutnya


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

29

banyaknya tanah yang tidak bersertifikat (khususnya dalam hal ini
mengenai peralihan hak atas tanah melalui jual-belij karena
dilakukan tidak dengan akta PPAT sehingga tidak bisa didaftarkan.
Bila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961, sebenarnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 tersebut bisa mendorong masyarakat untuk melaksanakan
jual-beli dengan akta PPAT, yang mempunyai kemudahan dalam hal
pembuktian bila terjadi sengketa. Selain itu pula akta PPAT
memberikan kemudahan dalam hal pendaftaran tanah. Tetapi dalam
pelaksanaannya tidak harus memaksa masyarakat karena kondisi

dan situasi yang tidak memungkinkan.

3.3 Akibat Hukum Jual-Beli Tanah setelah Berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Jual-beli tanah baik yang dilakukan oleh atau dihadapan PPAT
(dengan akta PPAT) ataupun tidak dengan dengan akta PPAT adalah
sah menurut hukum dan dinyatakan telah terjadi peralihan hak atas
tanah. Tetapi untuk mewujudkan adanya kepastian hukum terhadap
pemegang hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
maka pemerintah Indonesia menetapkan aturan tentang pendaftaran
tanah. Hal demikian dikatakan dalam pasal 19 UUPA yang
berbunyi :

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan
pemerintah,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai
peraturan pelaksanaan pasal tersebut di atas merupakan

penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
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pembangunan nasional. Tetapi untuk pendaftaran peralihan hak atas
tanah demi kepastian hukum pada hakekatnya antara kedua
peraturan itu adalah sama yaitu harus dibuktikan dengan akta PPAT.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal
37, setjép peralihan hak atas tanah khususnya dalam hal ini yang
melahii jual-beli, bisa didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta
PPAT, kecuali di daerah-daerah terpencil yang belum ditunjuk PPAT
Sementara. Dengan demikian akta PPAT merupakan syarat bagi
pendaftaran tanah, sehagaimana yang telah ditegaskan oleh Ir. Agus
Riyanto, Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah di Kantor
Pertanahan Jember, sehingga pendaftaran peralihan hak atas tanah
melalui jual-beli yang tidak dengan pembuktian akta PPAT akan
ditolak. Penolakan dalam hal ini dibenarkan karena untuk Pulau
Jawa dinilai semua wilayah mempunyai PPAT yang membawahinya,
kecuali di luar Pulau Jawa ada kemungkinan diterimanya
pendaftaran tanpa pembuktian akta PPAT karena dimungkinkan
adanya daerah yang terkatagori daerah terpencil belum ada PPAT
Sementara (wawancara dengan Kasi Pengukuran dan Pendajfiaran
Tanah Kantor Pertanahan Jember, Ir. Agus Riyanto,15 November
1999).

Penolakan pendaftaran tanah akibat dari tidak dlakukannya
jual-beli tanah dengan akta PPAT didasarkan pada pasal 45 ayat
{1)sub b, Tetapi penolakan tersebut bisa terjadi pula jika ketentuan
tidak dipenuhi, misalnya dalam pasal 45 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan :

Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran
peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah
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ini tidak dipenuhi :
a. Sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah

tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor
Pertanahan.

b.Perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37
ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah
lelang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41, kecuali
dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 37
ayat (2).

c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau
pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap.

d. Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan ;

e. Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di
pengadilan;

f. Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau
dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap ; atau

g. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat
(1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor
Pertanahan.

Berdasarkan uraian di atas maka pendaftaran hak atas tanah
merupakan perbuatan administrasi dan tidak memaksa. Meskipun
demikian sangatlah penting diadakan pendaftaran hak atas tanah
mengingat pasal 19 UUPA dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Akibat hukum dari pendaftaran hak atas tanah berupa
diberikannya surat tanda bukti hak yang lazim dikenal dengan
sebutan sertifikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat terhadap pemegang hak atas tanah. Sertifikat tanah yang
diberikan itu akan mempunyai arti dan peranan penting bagi
pemegang hak yang bersangkutan, yang dapat berfungsi sebagai alat
bukti hak atas tanah, baik apabila ada persengketaan terhadap
tanah yang bersangkutan ataupun dapat pula berfungsi jaminan
pelunasan suatu hutang pada Bank Pemerintah atau Bank Swasta
(Effendie, 1993 : 73).
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Sertifikat yang telah dikeluarkan tersebut di atas bukan berarti
mempunyai kekuatan hukum yang mutlak karena UUPA menganut
sistem negatif yang bertendensi positif. Boedi Harsono, S.H.,
menyataken bahwa UUPA menganut sistem negatif bertendensi
positif. Pengertian negatif dalam hal ini adalah bahwa adanya
keterangan-keterangan yang ada itu jika ternyata tidak benar masih
dapat diubah dan dibetulkan, sedangkan pengertian bertendensi
positif ialah bahwa adanya peranan aktif dari petugas pelaksana
pendaftaran tanah dalam hal penelitian terhadap hak-hak atas tanah
yang didaﬁar (Effendie, 1993 : 38).

Perubahan tersebut di atas misalnya karena pembuktian lain
seperti adanya persetujuan jual-beli tanah yang dibuat di atas zegel
atau tanpa zegel tapi dibubuhi materai secukupnya yang dibuat di
hadapan Kepala Desa atau didaftarkan di Kantor Desa..

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa zegel tanah (surat
bukti jual-beli tanah adat atau surat keterangan hak milik adat)
adalah bernilai hukum sebagai surat bukti pemilikan hak atas tanah
adat sepanjang tidak ada orang yang membuktikan sebaliknya
bahwa surat itu tidak benar, seperti yang diputuskan Mahkamah
Agung Republik Indonesia tertanggal 15 April 1972 Nomor
121 1K/ Sip/ 1972 telah menetapkan membenarkan jual-beli sebidang
tanah yang terjadi pada tahun 1966 yang memakai akta yang berupa
surat zegel yang disaksikan oleh Kepala Desa.Tetapi kendatipun zegel
tanah menurut hukum adalah bernilai hukum sebagai alat bukti
kepemilikan hak atas tanah, namun demi kepastian hukum terhadap
hak-hak atas tanah, haruslah tanah-tanah adat itu didaftarkan guna
memperoleh sertifikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah Effendie, 1993 8 1).
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Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
196 1 banyak sekali masyarakat yang tidak bisa memperoleh sertifikat
hak atas tanah. Hal ini disebabkan banyaknya peralihan hak atas
tanah tidak dengan akta PPAT sehingge sulit untuk didaftarkan,
apalagi menurut peraturan tersebut dinyatakan tidak sah walaupun
menurut Hukum Adat sudah sah. Itulah yang membuat mereka
enggan mendaftarkan tanahnya, jaminan kepastian hukum bagi
pemegang hak atas tanah tersebut sulid terealisasi di masyarakat.

Selain memberikan kepastian hukum hak atas tanah seperti
yang diharapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka
dengan adanya jual-beli tanah atau peralihan hak atas tanah yang
didaftarkan akan mengakibatkan tertib hukum pertanahan bisa
terlaksana, demi kelancaran setiap urusan yang akan menunjang
keberhasilan pembangunan khususnya bidang keagrariaan. Hal ini
mengingat semasa berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 sulit diwujudkan kepastian hukum dan tertib hukum
pertanahan, karena adanya kesimpang-siuran penerapan peraturan
tersebut serta tidak efektifnya diberlakukan di masyarakat.

Harsono {1997 : 68) menyatakan bahwa pemberian jaminan
kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan :
1. tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta

dilaksanakan secara konsisten,

2. penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif.

I \
ﬁ'&"’g | MILIK PERPUSTAKAAK

B
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian padea bab-bab terdahulu, dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Karena Hukum Agraria Nasional bersumberkan pada Hukum Adat
sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 5 UUPA, maka dengan
sendirinya jual-beli tanah menurut UUPA adalah jual-beli tanah
menurut Hukum Adat jual-beli tanah yang dilakukan secara
kongkrit, terang dan tunai.

2. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
jual-beli tanah tanpa akta PPAT adalah sah, sedangkan akta PPAT
hanya sebagai syarat administrasi dalam pendaftaran peralihan
hak atas tanah, sehingga memberikan kebaikan bisa diterima di
masyarakat, tidak bertentangan dengan kebiasaan yang terjadi
dimasyarakat, efektif dalam penerapannya dan memberikan
jaminan kepastian hukum demi terciptanya keadilan dalam
penegaken hukum. Sedangkan kelemahannya adalah tidak
menutup kemungkinan masih banyaknya jual-beli tanah yang
tidak dibuat dengan akta PPAT, sehingga tidak bisa didaftarkan.

3. Akibat hukum jual-beli tanah setelah berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu lebih terjaminnya
kepastian hukum baik bagi jual-beli tanah yang dilakukan dengan
akta PPAT ataupun yang tidak dengan akta PPAT dan lebih bisa
terciptanya tertib hukum pertanahan dibanding saat berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
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4.2 S8aran

¥

Jual-beli tanah hendaknya dilakukan dengan menggunakan akta
PPAT sehingga mudah dalam hal pendaftaran dan memberikan

jaminan kepastian hukum yang sempurna.

. Pemerintah handaknya meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat termasuk dalam pelaksanaan jual-beli tanah sehingga
mudah dalam penegakannya.

. Dalam pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan

hendaknya pemerintah memperhatikan situasi dan kondisi
masyarakat yang ada agar pelaksanaannya berlaku efektif di
masyarakat dan mencerminkan suasana keadilan bagi seluruh

rakyat Indonesia.
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